PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR S TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a.

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah
yang efektif dan efisien diperlukan optimalisasi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
menjalankan asas otonomi berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan
fungsi yang melekat sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan, maka perlu penataan kembali Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008
Tentang Organisasi Dan Tata Kerjalnspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis
DaerahKabupaten Murung Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Murung
Raya.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya,;

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Menetapkan

dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA INSPEKTORAT,BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61, diubah sebagai

berikut :



1. Ketentuan Pasal 23 huruf b, huruf c¢ dan huruf d, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

oo

Pasal 23

. Inspektur Kabupaten

. Sekretariat, terdiri atas:
1.
2.
3.

Subbagian Perencanaan;
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
Subbagian Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu, terdiri atas:

1.
2.
3.
4.

Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
Inspektur Pembantu Wilayah IV;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 33
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan Kepala
Kantor.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3), diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal
33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d terdiri atas:

a. Kelompok Jabatan Auditor; dan

b. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas melakukan pengawasanpelaksanaan urusan pemerintah daerah
yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

Pasal 33B

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1),
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Inspektur.



(3) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor adalah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
adalah Kementerian Dalam Negeri.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah pada Inspektorat ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenjang dan Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian tugas pokok, fungsi, dan tata
kerja Badan, Kantor, Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Lampiran IV, diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI MURUNG RAYA,
ttd
PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013 NOMOR 129
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SINAR GUMERI



LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TANGGAL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

INSPEKTUR ‘

‘ SEKRETARIAT ‘

KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL PERENCANAAN

SUB BAGIAN
EVALUASI DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI DAN
UMUM

[ [
| INSPEKTUR PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV

WILAYAH I | WILAYAH II WILAYAH IIT

INSPEKTUR PEMBANTU ‘

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE





